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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni: 

1. Bahwa Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo No 73 tahun 

2017 Tentang Penyelenggaran Angkutan Barang Khusus Di Kota 

Gorontalo belum dapat dkatakan  efektif karena kurangnya kesadaran 

dan sosialisasi terhadap pengendara maupun masyarakatdan kurang 

peluasan jalan khusus untuk pelintasan mobil kontener, sehingga 

pemerintah perlu menegaskan kembali peraturan gubernur dan lebih 

efektif dalam melakukan oprasional Kenderaan Konteiner. Karena 

jumlah dari Kendraan Kontener yaitu berjumlah 37.509 mobil kontener 

yang beroprasi di Kota Gorontalo sehingga Perlu adanya penegasan 

kembali peraturan gubernur ini agar supaya dapat mencegah kemacetan 

atau pun tinggkat kecelakaan di Kota . 

2. Faktor yang menghambat dan mempengharuhi penegakan Peraturan 

Gubnernur Gorontalo No 73 Tahun 2017 terkait dengan jam, kerja 

kenderaan transportasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan Peraturan Gubnernur Gorontalo No 73 Tahun 2017, penulis 

akan mengaitkannya dengan teori yang di kemukakan oleh  Lawrence 
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Meir Friedman bahwa dalam mengukur pelaksanaan di ukur dari tiga 

indikator sebagai berikut, Subtansi Hukum, Stuktur Hukum, serta 

Budaya Hukum/Kultur. 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

menguraikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Agar lebih efektif dalam pelaksanan Pasal 3 Peraturan Gubernur 

Gorontalo No 73 Tahun 2017 tentang penyelenggaran angkutan barang 

khusus di Kota Gorontalo  pemerintah perlu menegaskan dan meberikan 

sanksi denda terhadap pelanggar oprasional jam kerja kontener agar 

dapat mencegah kemacetan atau pun tinggkat kecelakaan Kota di 

Gorontalo  

2. Pemerintah Kota Gorontalo lebih perlu memperhatiakan fasiltas dan 

mengsosialisasi kan persaturan gubernur, pemeritah juga perlu menabah 

anggota dinas pehubungan dalam bidang lalu lintas kendaraan darat. 
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Barang Khusus 

Undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945, Jl. Kramatraya 57Jakarta 

pusat, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah 

SUMBER  DATA 

Sumber data dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo 

Wawancara dengan bapak Emus pada tanggal 29 juli 2018 jam 11.30 

Wawancara dengan Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung Hari/Tanggal Rabu 

13 November 2018 Pukul 13.43 Wita 

Sumber data dilakukan di Depo Pelabuhan  Kota Gorontalo 

Wawancara dengan pengelolah Depo Pelabuhan Kota Gorontalo bapak Aldi pada 

tanggal 29 juli 2018 jam 13.30 

  


